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BAB III 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan  hasil penelitian, wawancara, serta pembahasan, maka penulis 

mengambil kesimpulan bahwa: 

1. Upaya yang dilakukan POLDA DIY dalam menanggulangi kekerasan dalam 

rumah tangga dengan korban anak yaitu: 

a. Tindakan Preventif: 

1. Mensosialisasikan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang 

Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 

tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga kepada 

masyarakat. 

2. Melakukan koordinasi dengan perangkat desa serta tokoh masyarakat 

untuk menjaga ketertiban. 

3. Menjalin kerjasama dengan Pemerintah, Lembaga Swadaya 

Masyarakat, Lembaga Perlindungan Anak, dan lembaga-lembaga lain 

yang terkait. 

b. Tindakan Represif: 

1) Polisi menerima laporan dan mengetahui adanya kekerasan terhadap 

anak, polisi langsung melakukan penyelidikan dan penyidikan. 
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2) Melakukan proses dalam penanganan terhadap pelaku sesuai dengan 

ketentuan hukum yang berlaku. 

3) Menempatkan korban di Ruang Pelayanan Khusus atau Rumah Aman 

(shelter) guna memberikan perlindungan yang sifatnya sementara. 

4) Membuat dan mengajukan surat permohonan perlindungan yang 

ditujukan kepada pengadilan. 

5) Penyidik dalam melakukan pemeriksan tidak diperkenankan memakai 

seragam polisi yang di maksudkan agar anak tidak takut. 

6) Polisi Bekerja sama dengan lembaga-lembaga terkait, seperti Dinas 

Sosial, Lembaga Perlindungan Anak (LPA), Lembaga Swadaya 

Masyarakat (LSM), Puskesmas/ Rumah Sakit, Mendikbud, dll.  

7) Memberikan pendamping hukum kepada anak. 

2. Kendala yang dihadapi POLDA DIY dalam menanggulangi kekerasan dalam 

rumah tangga dengan korban anak yaitu: 

a. Kendala internal, yaitu: 

1) Penempatan petugas yang berada di unit PPA terutama kanitnya 

masih di duduki oleh anggota Polisi Laki-Laki yang seharusnya 

diduduki oleh Polisi Wanita (Polwan). 

2) Terbatasnya polisi yang bertugas sebagai penyidik anak baik dalam 

jumlah maupun pengetahuan. 

3) Terbatasnya fasilitas ruangan yang dimiliki Unit PPA POLDA DIY. 

b. Kendala eksternal, yaitu: 
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1) Korban takut untuk melapor atauapun memberikan keterangan. 

2) Keluarga menyembunyikan kekerasan yang ada di dalam rumah 

tangganya. 

3) Anggapan masyarakat yang menyatakan bahwa kekerasan dalam 

rumah tangga bukan urusan yang boleh dicampuri. 

4) Kurangnya koordinasi antara polisi dengan LPA dan lembaga 

lainnya. 

5) Pembatasan waktu dari pemerintah yang singkat dalam pengamanan 

anak. 

B. Saran 

1. Sosialisasi terhadap Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-

Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga agar lebih 

dioptimalkan. 

2. Perlu ditingkatkannya profesionalisme dalam POLDA DIY untuk 

menyelesaikan kasus-kasus kekerasan terhadap anak.  

3. Perlu ditingkatkannya kerjasama antara POLDA DIY dengan lembaga-

lembaga yang terkait agar dalam memberikan perlindungan terhadap anak 

lebih maksimal lagi 
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